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MOTO 

 

TANPA CINTA, SEGALANYA TAK BERNILAI 

Jika engkau bukan seorang pencinta, 
maka jangan pandang hidupmu adalah hidup 
Sebab tanpa Cinta, segala perbuatan tidak akan 
dihitung Pada Hari Perhitungan nanti 
Setiap waktu yang berlalu tanpa Cinta, 
akan menjelma menjadi wajah yang memalukan dihadapanNya. 
Burung-burung Kesedaran telah turun dari langit 
dan terikat pada bumi sepanjang dua atau tiga hari 
Mereka merupakan bintang-bintang di langit 
agama yang dikirim dari langit ke bumi 
Demikian pentingnya Penyatuan dengan Allah 
dan betapa menderitanya Keterpisahan denganNya. 
Wahai angin, buatlah tarian ranting-ranting 
dalam zikir hari yang kau gerakkan dari Persatuan 
Lihatlah pepohonan ini! Semuanya gembira 
bagaikan sekumpulan kebahagiaan 
Tetapi wahai bunga ungu, mengapakah engkau larut dalam 
kepedihan? 
Sang lili berbisik pada kuncup: “Matamu yang menguncup akan 
segera mekar. Sebab engkau telah 
merasakan bagaimana Nikmatnya Kebaikan.” 
Di manapun, jalan untuk mencapai Kesucian Hati 
adalah melalui Kerendahan Hati. 
Hingga dia akan sampai pada jawaban “YA” dalam pertanyaan: 
“Bukankah Aku ini Rabbmu?” 
 
-JALALUDDIN RUMI- 
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ABSTRAK 

PROBLEMATIKA HUKUM FORMIL  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA 

 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di 
lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi 
putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dalam menjalankan 
wewenangnya tersebut dibatasi hanya pada 4 (empat) perselisihan yaitu di tingkat 
pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama dan 
terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 
perusahaan, di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, dan di tingkat pertama 
mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sehingga pihak atau para pihak 
yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat 
pertama atau Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dapat 
langsung mengajukan Kasasi dan tidak perlu banding ke Pengadilan Tinggi seperti 
perkara perdata pada umumnya, karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja tidak dikenal 
terminologi banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam pengajuan Kasasi juga dibatasi 
hanya pada perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Adapun 
yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yang antara 
lain: pertama, tentang mekanisme pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan isi gugatan oleh Hakim dan 
penyempurnaan gugatan, kedua, tentang pelaksanaan Putusan Sela pada Pengadilan 
Hubungan Industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan ketiga, 
mengenai pelaksanaan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam 
perkara perselisihan hubungan industrial. Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan 
ketentuan Pasal 83 ayat (2) tersebut tidak cukup memberikan ruang dan waktu 
kepada Majelis Hakim untuk melaksanakannya karena tidak ada ketentuan lainnya 
yang lebih detail dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (2) tersebut. Mengenai 
pelaksanaan Putusan Sela sebagaimana ketentuan Pasal 96, tidak dapat 
dilaksanakan setelah Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menjadi substansi dilakukannya putusan sela, dinyatakan 
dihapus dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2000. Sedangkan terhadap 
pelaksanaan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara 
perselisihan hubungan industrial juga tidak dapat dilakukan setelah terbitnya Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Untuk itulah dapat disimpulkan 
bahwa UU Nomor 2 Tahun 2004 sudah selayaknya dilakukan revisi agar tujuan 
adanya UU Nomor 2 Tahun 2004 yaitu mewujudkan penyelesaian perselisihan 
secara cepat, tepat, adil, dan murah dapat terwujud. 

Kata Kunci: pengadilan, hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial. 
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